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Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk menguji belanja modal terhadap 
infrastruktur dan pengembangan ekonomi antarwilayah di provinsi Papua. 
Analisis structural equation modeling berbasis Warp PLS dipilih sebagai model 
pengujian. Hasil penelitian menunjukkan belanja modal berpengaruh positif 
terhadap infrastruktur sedangkan pada pengembangan ekonomi berpengaruh 
negatif.Pengelolaan keuangan daerah kurang optimal karena tingkat 
kemandirian rendah dan tingkat alokasi belanja pegawai lebih tinggi dari pada 
tingkat alokasi belanja modal. 
Kata kunci: Belanja Modal, Infrastruktur, dan Pengembangan Ekonomi 
 
Abstract: The objective of this study is to explain the consequences of capital expenditure 
on the infsrastructure and economic development between regions in the Papua province. 
A WarpPLS-based structural equation modeling analysis is chosen as the test model. 
Regional financial management is suspected to be less optimal because of the low self-
reliance rate and the level of employee spending allocation is higher than the allocation 
rate of capital expenditure. The results of this study indicate that the financial 
management of the expenditure, especially capital expenditure, is positively affecting the 
infrastructure between the provinces of Papua. However, capital expenditure is 
negatively influential and does not imply the development of the regional economy. 
Infrastructure provides a negative impact on the economic development between regions 
during the research period. Thus, general financial management is not yet quality. 
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Pendahuluan 
Infrastruktur fisik menjadi salah satu tolak ukur kemajuan suatu wilayah. 
Ketersediaan infrastruktur yang layak dapat menyokong terselenggaranya 
pembangunan berkelanjutan yang mampu memenuhi kebutuhan manusia pada 
dimensi waktu yang berbeda. Infrastruktur dapat membantu memobilisasi 
barang, jasa dan manusia secara efektif dan efisien. Kualitas infrastruktur 
mumpuni sangat erat kaitannya dengan pembangunan non fisik dan kemajuan 
teknologi. Kemajuan pembangunan fisik maupun non fisik memerlukan 
infrastruktur teknologi. Kemajuan teknologi berdampak pada perubahan  
seluruh aspek kehidupan manusia tanpa batas ruang dan waktu.  Kemajuan 
teknologi telah menghadirkan daya saing antara individu, antar kelompok, antar 
perusahaan, antar wilayah bahkan antar negara. Untuk bersaing di era yang 
diskriptif ini yang menuntut kesiapsiagaan dan bersedia menerima perubahan 
itu sebagai proses pembelajaran dan perkembangan menuju ke kualitas yang 
sesungguhnya. Kualitas infrastruktur fisik yang memadai juga menjadi 
kebutuhan utama yang harus terpenuhi masa kini karena akanmenghadirkan 
berbagai kemudahan-kemudahan serta sekaligus menjadi salah satu solusi guna 
menghadapi berbagai perubahan serta mengurangi berbagai ketimpangan 
pembangunan. 
      Kemajuan teknologi memaksa setiap individu untuk siap mengikuti 
perubahan-perubahan sebagai akibat dari kemajuan teknologi tersebut. Seiring 
dengan perkembangan tekonologi, kualitas dan kebutuhan manusia terus 
mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Ketersediaan infrastruktur fisik 
yang memadai menjadi suatu sarana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
tersebut.  Oleh karenanya, ketersediaan infrastruktur yang berkualitas, menjadi 
tanggung jawab bersama seluruh pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah 
pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, dan pemerintah asing. Sebagai pelayan 
publik, pemerintah baik pusat maupun daerah berkewajiban menyediakan 
infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, telekomunikasi, jembatan, bandar udara, 
pelabuhan. Sementara, sektor swasta juga memiliki andil penting dalam 
pembangunan infrastruktur. Kedua pihak tersebut memiliki tujuan yang berbeda 
yakni pihak pemerintah, ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat 
mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan daya saing 
antar tingkat pemerintahan. Sementara itu, bagi pihak swasta selain 
mengembangkan bisnisnya, dapat menyediakan unit-unit usaha yang dapat 
mempekerjakan para pekerja sehingga membantu pemerintah meminimalisir 
masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan. 
Pemerintah dalam kerangka kerjanya, rencana pembangunan infrastruktur 
menjadi pusat perhatian. Misalnya, Pemerintah melalui (Bapenas, 2014) 
mengatakan bahwa  salah satu tantangan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia 
adalah kesiapan infrastruktur yang menyokong kemajuan ekonomi yang terbatas 
dan harus ditingkatkan. Harga logistik yang terlampau mahal juga merupakan 
akibat dari kekurangan parasarana sehingga peluang berinvestasi juga 
terkendala. Keterbatasan infrastruktur selama ini merupakan hambatan utama 
untuk memanfaatkan peluang yang ada dalam peningkatan investasi serta 
menyebabkan mahalnya biaya logistik. Selain ketersediaan infrastruktur yang 
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tidak memadai, sebaran demografi yang tidak seimbang menyebabkan masih 
tingginya ketimpangan pembangunan.  
Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah membagi peran antara 
pemerintah pusat dan daerah untuk mengakselerasi proses pembangunan 
sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan khusus 
pemerintah di tingkat lokal sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi 
yang inklusif, serta melakukan pemerataan atas ketimpangan sosial antarwilayah 
yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk 
mewujudkan desentralisasi urusan, perintah pusat dapat mendesentralisasikan 
diskresi pengelolaan keuangan ke pada setiap tingkat pemerintahan di 
bawahnya guna membiayai seluruh urusan atau bidang yang dilimpahkan. 
Pelimpahan kewenangan penggelolaan keuangan merupakan suatu perangkat 
kebijakan pengelolaan keuangan negarakemudian diperuntuhkan untuk 
meningkatkan kapasitas fiskal daerah sehingga membelanjakan dana sesuai 
dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah. 
Pemerintah pusat, beberapa tahun terakhir ini telah melahirkan sejumlah 
kebijakan untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas pembangunan 
infrastruktur. Misalnya masterplan percepatan pembangunan ekonomi berbasis 
kewilayaan. Program MP3EI menetapkan delapan program berbasis sektor 
antara lain industri manufaktur, pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, 
telekomunikasi, energi dan pengembangan kawasasan strategi. Implemenatasi 
kebijakan MP3EI untuk wilayah Papua adalah membangun infrastruktur dasar 
wilayah, jaringan infrastruktur perhubungan multimoda yang terintegrasi untuk 
mendukung percepatan perluasan pengembangan koridor ekonomi Papua-
Kepulauan Maluku. Secara umum tujuan MP3EI adalah  mempercepat serta 
memperluas pengembangan ekonomi (Bapenas,2012). 
Infrastruktur merupakan sarana fisik yang dibangun pemerintah untuk 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti kebutuhan akan air, 
ketenagalistrikan, infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi, 
pembuangan limbah, transportasi, serta pelayan-pelayanan lain yang 
mengakomodasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial (Firdaus,2009). Penggolongan 
sarana dan parasarana harus disediakan oleh pemerintah karena fasilitas 
tersebut sifatnya mendesak dan diperlukan oleh masyarakat. Pemerintah daerah 
memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur 
wilayah. Ketersediaan infrastruktur wilayah yang memadai dapat memperlancar 
pendistribusian barang jasa, dan manusia. Kualitas infrastruktur yang mempuni 
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Setiap tingkatan pemerintahan di 
lingkup pemerintah provinsi Papua masih memiliki ketimpangan yang tinggi 
dari berbagai aspek, termasuk di dalamnya kualitas infrastruktur yang rendah. 
Untuk meminimalisir masalah pembangunan tersebut, setiap kabupaten/kota 
mendapatkan porsi anggaran besar. Meskipun, jumlah anggaran yang diterima 
setiap tahun meningkat, namun dari sisi kualitas pengelolaan keuangannya 
masih rendah. Presentase belanja modal dibandingkan dengan total belanja 
daerah lebih kecil bila dibandingkan proporsi belanja operasional.Salah satu 
kendala proses percepatan pembangunan antar wilayah kemahalan harga 
konstruksi. Oleh karenanya kemahalan harga konstruksi menjadi isu strategi 
pembangunan antar wilayah. 
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 Belanja modal bagi pemerintah merupakan semua pengeluaran untuk 
menciptakan nilai aktiva tetap yang mengasihkan faedah lebih dari satu masa 
akuntansi. Manfaat aset tersebut diharapkan mempermudah pelayanan publik 
dan meningkatkan kualitas pembangunan. Relenvansi belanja modal dengan 
pengadaan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan pengembangan 
perekonomian. Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Dommar mengatakan 
tabungan dan investasi dapat peningkatkan perekonomian suatu daerah. 
Kemudian Solow memodifika sinya dengan menambahkan tenaga kerja dan 
teknologi, dan menyimpulkan bahwa peningkatan perekonomian dipengaruhi 
oleh tabungan, investasi, tenaga kerja dan teknologi. Penggunaan teknologi 
mempengaruhi  efisiensi dan dianggap sebagai residual (Maryaningsih,et al, 
2014). 
 Adanya kausalitas antara belanja modal, infrastruktur dan pertumbuhan 
ekonomi dan berdasarkan temuan kajian sebelumnya yang menegaskan 
pengeluaran modal berdampak positif terhadap infrastruktur wilayah (Nannan 
dan Jianing, 2012). Belanja modal berdampak positif terhadap perekonomian 
(Hendarmin, 2012). Infrastruktur berdampak terhadap perekonomian 
(Maryaningsih,et.all, 2014), dan (Yanuar,2006). Dengan dasar analogi tersebut, 
hipotesis yang diujikan dalam penelitian antara lain: 
H1: Belanja modal berpengaruh positif terhadap Infrastruktur antarwilayah 
H2:   Belanja modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
antarwilayah 
H3: Infrastruktur berpegaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
antarwilayah 
H4: Infrastruktur memediasi antara Belanja modal pertumbuhan  
Pertumbuhan Ekonomi   antarwilayah. 
 
Metode 
Kajian ini menggunakan structural equation Modelingberbasis Warp PLS. Evaluasi 
model Warp PLS dapat dilakukan dengan pendekatan one Step Aproach. Yakni 
melakukan evaluasi terhadap model struktural (Inner model). Proses pengolahan 
data antara lain merancang model, mengontruksi diagram jalur, melakukan 
estimasi, mengevaluasi inner model, dan menguji hipotesis. Struktur persamaan 
yang diperlukan:  
 
Y = β0+X1β1+X2 β2 +ε 
Dimana: 
 Y = variabel endogen 
 β0 = konstanta 
 β1- β3 =koefisien regresi 
 X1 = Variabel eksogen 
 X2 = variabel Mediasi 
 ε = epsilon atau Error 
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Hasil Dan Pembahasan 
      Penelitian ini merupkan penelitian multivariate sehingga menggunakan 
structural equation modeling (SEM). Pengujian model menggunakan program 
WarpPLS, yang bertujuan untuk memprediksi hubungan antara variabel exogen 
terhadap variabel endogen.Evaluasi terhadap model secara keseluruhan 
dilakukan melalui dua tahap. Pertama melakukan evaluasi terhadap inner model. 
Hal ini dilakukan untuk memastikan kecocokan data dengan  model serta 
menilai  pengaruh prediktif yang baik. Kedua  evaluasi terhadap  hasil pengujian. 
Pertama. Evaluasi Model. Evaluasi  model struktural WarpPLS dinilai 
dengan  tiga ukuran yakni  adjusted R2, Q-Squared dan Full.Collinearity VIF. Hasil 
prediksi  masing-masing ukuran tersebut tampak pada tabel 1berikut: 
Tabel 1. Latent variabel coeficient 
  BM INF PE 
R-squared   0.094 0.383 
Adj.R-squared   0.088 0.376 
Compote Reliab. 1 1 1 
Crobach's alpha 1 1 1 
Avg. Var. extrac. 1 1 1 
Avg. Var. Collin.VIF 1.018 1.57 1.578 
Q-square   0.061 0.391 
    
 
 
Pertama Adj.R-Squared.Tabel 1 di atas menunjukkan presentase variance jika 
dilihat dari  adj.R-Squred untuk masing-masing variabel endogen secara berturut-
turut adalah 8.8 persen, 37,6 persen. Nilai adj. R2 untuk variable-variabel 
endogen infrastruktur  pengaruh yang sangat lemah karena kurang dari 25 
persen,  sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi moderat karena kurang dari 
45 persen.Belanja modal mampu menjelaskan 8.8 persen saja terhadap 
infrastruktur di kabupaten/kota se Provinsi Papua. Sedangkan sisa sebesar 91.2  
persen dijelaskan oleh variabel lain sedangkanBelanja modal mampu 
menjelaskan 37.6 persen a terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan  62.4 
persen dijelaskan oleh faktor lain.  
Kedua, Q-Squared. Evaluasi model dengan Q-squared dilakukan untuk menilai 
predictive relevance. Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa nilai Q-Squared untuk 
masing-masing varibel endogen antara lain 0,061 untuk infrastruktur, 0,392 
untuk  pertumbuhan ekonomi. Model yang baik  jika diilhat dari nilai Q2 harus 
lebih besar dari 0 atau  Q2>0. Oleh karena nilai Q2  yang dihasil  lebih besar dari  
null (Q>0), maka dapat dikatakan bahwa model memiliki predictive relevance. 
Ketiga, full Collinearty. Selain menilai kekuatan  prediksi, model penelitian ini  
juga menilai masalah kolinearitas. Berdasarkan hail ouput (lihat tabel1)seluruh 
variabel yang diujikan menghsilkan nilai Full coll.VIF <3.3, sehingga dapat 
dikatakanm model bebas dari masalah multikolinearitas. 
Kedua, Pengujian Hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat 
nilai varians atau koefisien (beta antar variabel dan menilai signifikansinya 
Keterangan: BM= Belanja Modal, INF = Infrastruktur, PE=Pertumbuhan Ekonomi  
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dengan melihat nilai porbabilitas (P-value) pada tingkat kesalahan 5 persen 
(alpha 5%). Dalam pengujian inner model signifikan berarti terdapat pengaruh 
signifikan prediktor terhadap variabel endogen. Hasil pengujian hipotesis SEM 
WarpPLS 5 ditunjukan pada gambarsatudi bawah ini. Hasil pengujian tesebut 
menunjukkan masing-masing tanda panah sebanyak tiga jalur yang  
menunjukkan pengaruh  antar variabel yang diujikan. Sementara itu, setiap nilai 
yang berlambang beta (β) merupakan nilai koefisen sedangkan nilai p 
merupakan tingkat probablitas atau signifikansi. 
 
 
 
 
 
Gambar 1.Hasil pengujian Hipotesis WarpPLS 5,0 
Hasil estimasi nilai beta dan tingkat signikanfiasi tampak seperti dalam tabel 2 
berikut. 
Tabel 2.Path coefficient dan p-value 
* Path coefficients and P values * 
Path coefficients       
-----------------       
 BM INF PE 
BM       
INF 0.306     
PE 0.075 -0.612   
P values       
--------       
 BM INFRAST PE 
BM       
INFRAST <0.001     
PE 0.157 <0.001   
 
Keterangan: BM =Belanja Modal, INF= Infrastruktur, PE =Pertumbuhan 
Ekonomi 
Sementara itu, nilai standarerror dan effect size untuk setiap jalur tampak pada 
tabel 3 berikut ini: 
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Tabel 3. Standar error dan effect sizes 
* Standard errors for path coefficients * 
 BM INF PE 
BM       
INF 0.071     
PE 0.075 0.067   
* Effect sizes for path coefficients * 
 BM INF PE 
BM       
INF 0.094     
PE 0.007 0.376   
 Keterangan: BM =Belanja Modal, INF= Infrastruktur, PE =Pertumbuhan 
Ekonomi 
 Tabel 3,standar error untuk variabel belanja modal (BM) terhadap 
infrastrutktur adalah 0,071, Belanja modal terhadap perumbuhan ekonomi (PE) 
adalah 0,075, dan variabel infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi adalah 
0, 067. Efect size yang dihasil oleh variabel belanja modal terhadap infrastruktur 
adalah 0,094 dan variabel belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi adalah 
0,007. Efek belanja modal terhadap varibel infrastruktur dan pertumbuhan 
ekonomi lebih rendah dari 0,25 sehingga termasuk dalam kategori lemah. 
Sedangkan effect size infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi adalah 0,376 
lebih besar dari 0, 35 sehingga masuk dalam kategori moderat. 
Model penelitian ini merupakan modelsingle mediator. Sehingga perlu 
menentukan total efek tidak langsung, tampak seperti tabel 4: 
Tabel 4Indirect  dan total effect 
Indirect effects for paths with 2 segments 
 BM INF PE   
BM         
INF         
PE -0.187       
Number of paths with 2 segments 
 BM INF PE   
BM         
INF         
PE 1       
P values of indirect effects for paths with 2 segments 
 BM INF PE   
BM         
INF         
PE <0.001       
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 Keterangan: BM =Belanja Modal, INF= Infrastruktur, PE =Pertumbuhan 
Ekonomi 
 Hasil output di atas menunjukkan indirect effect singifikan <0,001 berarti 
model ini memiliki efek mediasi parsial atau infrastruktur merupakan variabel 
mediator. Dengang demikian H4 tidak dapat menolak, infrastruktur menjadi 
varibael intervening antara belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi. Total 
efek mediasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus VAF (Variance 
Accounted For) sebagai berikut: 
VAF    = %100
075,0)612,0(306,0
)612,0(306,0
x
x
x


=1.66% 
Semakin tinggi nilai VAF semakin sempurna efekmediasi dalam model. 
Nilai koefisien Jalur pertama belanja modal (BM) ke infrastruktur 
menghasilkan nilai positif yakni 0,31 dan tingkat probabilitasnya 0,001<0,05. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan pemerintah dalam hal 
peningkatan kualitas infrastruktur melalui alokasi belanja modal memberikan 
dampak positif. Sejak diimplementasikan kebijakan desentralisasi fiskal, dana 
yang dikelola oleh pemerintah di tingkat lokal dari tahun ke tahun semakin 
meningkat. Peningkatan kapasitas fiskal tersebut sejatinya mendorong 
pemerintah di tingkat lokal untuk memberikan pelayanan yang prima. Menurut 
tim blue print kapasitas fiskal esensi desentralisasi memotivasi pemerintah daerah 
guna membiayai program-program prioritas dalam rangka memberikan 
pelayanan semaksimal mungkin kepada masayarakat. 
Belanja modal dalam struktur keuangan daerah diperuntukan untuk 
memperoleh aktiva yang memberikan manfaat jangka panjang. Yang termasuk 
dalam transaksi modal antara lain belanja tanah, peralatan, mesin, gedung, jalan, 
irigasi, jaringan. Jenis pengeluran yang langsung berhubungan dengan 
infrastruktur yakni peralatan, mesin, jalan, irigasi, dan jaringan. Dari sisi 
kapasitas fiskal (penerimaan) kabupaten/kota menerima transfer dari 
pemerintah sangat signifikan. Namun, dari sisi pengelolaan (pengeluaran) belum 
seimbang antara pengeluaran operasional dan pengeluaran modal. Kualitas 
belanja daerah yang kurang berimbang tersebut berdampak terhadap 
pembangunan daerah. Hal ini dapat kita simak melalui ketimpangan kualitas 
infrastruktur antarwiayah. Sering berjalannya waktu, jumlah uang yang 
ditransfer ke daerah lebih banyak dianggarkan untuk belanja operasional, 
sehingga anggaran belanja modal semakin berkurang. Sementara kebutuhan 
akan infrastruktur terus meningkat. Untuk memenuhi kekurangan belanja 
infrastruktur tersebut, pemerintah pusat mengeluarkkan bebeberapa kebijakan.  
Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah pusat guna memperkuat 
alokasi belanja infrastruktur di daerah dikeluarkan undang-undang Nomor 30 
tahun 2011 tentang pinjaman daerah.  Menurut regulasi ini mengatakan bahwa 
pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan APBD untuk 
membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan daerah 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana pinjaman dapat 
ditunjuk untuk mendanai kegiatan investasi berupa pengadaan parasarana dan 
atau sarana di daerah yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi 
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masyarakat. Kegiatan investasi tersebut memberikan sumbangsi bagi 
perkembangan perekonomian di daerah. Implementasi dari undang-undang di 
atas yakani regional ifrasturcture development fund. Program ini diselenggaran 
untuk memenuhi kendala pendanaan penyediaan infrastruktur daerah. Menurut 
(Nainggolan ,2013) salah satu  kendala penyediaan infrastruktur adalah 
pendanaan. Pemerintah pusat terus mendorong investasi dengan menambahkan 
belanja pembangunan. Namun demikian peningkatan alokasi dana transfer ke 
daerah belum mampu mendorong percepatan penyediaan infrastruktur 
daerah.Meskipun pemerintah telah memperkuat pinjaman daerah dengan 
regulasi, namun tingkat pemanfaatan pinjaman daerah sebagai alternative 
pembiayaan infrastruktur rendah. Beberapa penyebab seperti prosedur pinjaman 
yang panjang, proses pelitik panjang. Serta tingkat bunga pinjaman yang tinggi.  
Dalam kondisi ini kapasitas para eksekutif daerah sangat menentukan. 
Pengeluaran modal terhadap perekonomian berdampak positif namun tidak 
signifikan. Belanja modal sebagai varibel penjelas belum memberikan penjelasan 
terhadap variabel prediktor, karena varibel belanja modal hanya menjelaskann 
38 persen saja dan kategori modrat. Secara statisti tidak signifikan artinya 
pengelolaan keuangan selama 6 tahun terakhir kurang berkualitas, sehingga 
masih perlu melakukan-perbaikan atas pengelolaan keuangan daerah. 
 Pada dasarnya belanja modal diperuntuhkan untuk meningkatkan 
perekonomian daerah. Belanja modal sebagai faktor stimulan bagi 
pengembangan ekonomi wilayah. Hasil penelitian ini secara statistik lemah dan 
kurang mendukung adanya suatu asumsi bahwa optimalisasi belanja modal 
pemerintah di tingkat lokal dapat mendongkrak perekonomian. Dengan 
demikian, anggaran pengeluaran modal yang dilaksanakan kabupatan/kota di 
wilayah Papua selama periode 6 tahun terakhir berpegaruh tetapi tidak 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Struktur keuangan daerah dari sisi 
pengeluaran menunjukkan bahwa belanja tidak langsung (belanja pegawai) 
memiliki proporsi yang lebih tinggi dari pada belanja produktif (belanja modal). 
Struktur belanja daerah yang kurang optimal tersebut berdampaak terhadap 
perekonomian daerah. Tujuan pelimpahan fiskal untuk memperkuat keuangan 
di daerah selama periode pengamatan tahun 2012-2017 kurang maksimal 
terhadap pembangunan ekonomi daerah.  
Sektor tambang masih mendominasi Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB). Oleh karennya, produk tambang mengalami gangguan secara otomatis 
akan berdampak terhadap perekonomian Papua.  Beberapa tahun terakhir ini, 
perekonomian Papua sangat berfluktuatif seiring dengan terganggunnya 
produksi tambang PT. Freeport Indonesia. Perkembangan perekonomian di 
Papua saat ini merupakan pertumbuhan ekonomi yang ekslusif, bukan 
pertumbuhan ekonomi inklusif yang diharapkan oleh pemerintah pusat. 
Pertumbuhan ekonomi yang ekslusif tersebut tidak mencerminkan pertumbuhan 
yang berkualitas dan berkeadilan. Tugas pemerintah selanjutnya, melakukan 
perencanaan secara sistematis berkelanjutan menyelenggarakan program-
program yang mampu meningkatkan perekonomian secara adil dan 
berkelanjutan sehingga dapat mencerminkan pertubuhan ekonomi yang 
berkualitas atau inklusif berkeadilan. 
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 Pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi berdampak negatif. 
Nilai beta yakni -0,61dan tingkat signifikan 0,01< 0,05. Dengan demikian 
rumusan (H3) infrastruktur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, 
ditolak. Hasil kajian iniseiring perkembangan kualitas infrastruktur antar 
wilayah di provinsi Papua. Sejak pemberian diskresi pengelolaan keuangan 
sampai saat ini kualitas infrastruktur dasar masih rendah. Sementara 
pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat bahkan melebihi rata-rata 
nasional. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh sektor 
tertentu saja, beberapa tahun terakhir ini sektor pertambangan masih 
mendominasi kinerja perekonomian Papua selama enam tahun terakhir.  Dengan 
demikian, meski tingkat infrastruktur rendah, namun pertumbuhan ekonomi 
tinggi meskipun beberapa tahun mengalami penurunan. 
 Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat menggerakan pembangunan 
terutama perekonomian. Kualitas maupun kuntitias infrastruktur dapat 
memberikan banyak manfaat terhadap keberlangsungan masyarakat. Menurut 
(Nainggolan,2013) infrastruktur berperan penting bagi peningkatan kualitas 
hidup dan kesejahteraan manusia antara lain dalam peningkatan nilai 
konsumsi,peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan akses pada lapangan kerja 
serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilitas makro 
ekonomi yaitu, keberlanjutan fiskal,perkembangan pasar kredit,dan 
pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja. 
 Uji regresiindeks kemahalan konstruksip ada produk domestik regional 
bruto tanpa tambang antarwilayah provinsi Papua tahun 2012-2017 berefek 
negatif. Hasil prediksi tersebut mengandung makna pembangunan infrastruktur 
fisik kabupaten/kota tidak memberikan dampak terhadap pertumbuhan 
ekonomi selama periode penelitian. Hasil penelitian ini mendukung kondisi 
objektif infrstruktur antar wilayah di provinsi Papua. Kualitas infrtruktur jika 
dilihat dari Indeks kemahalan konstruksi sangat tinggi dan menyebar diseluruh 
wilayah. Indeks tersebut juga menujukan bahwa ketimpangan infrastruktur 
masih tinggi di wilayah ini. Kualitas infrastruktur yang rendah dan kurang 
memadai itu, memberikan efek terhadap percepatan pembangunan di daerah 
termasuk di dalam pengembangan potensi-potensi ekonomi wilayah. Beberapa 
faktor yang menyebabkan kendala penyediaan kualitas infrastrukturyang 
kurang memadai adalah kondisi geogerafis yang tidak mendukung, luas wilayah 
antar kabupaten yang berjauhan, kualitas sumber manusia yang rendah 
berakibat pada pengelolaan keuangan daerah yang kurang optimal. Ketersediaan 
infraststruktur yang belum memadai, seperti kuantitas maupun kualitas jalan 
yang belum memadai dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi rendah. 
Pertumbuhan ekonomi di wilayah provinsi papua hanya terpusat di beberapa 
wilayah saja. Beberapa tahun terakhir ini, kabupaten/kota yang berada di pesisir 
memberikan kontribusi pereknomian daerah lebih baik bila dibandingkan 
dengan kabupaten-kabupaten yang berada di daerah Pegunungan Tengah. 
Kinerja perekonomian kabupaten di pesisir lebih baik karena didukung dengan 
infrastruktur yang memadai sehingga terselenggaranya unit-unit usaha 
produktif sebagai pendongkrak perekonmian masyarakat. Sementara, kabupaten 
yang berada di wilayah pedalaman kinerja perekonomian kurang optimal karena 
kuantitas maupun kualitas infrastruktur yang kurang, kondisi wilayah yang 
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bergunung-gunung, bukit yang terjal sehingga unit-unit usaha yang 
dikembangkan pun kecil dan tersebar. 
Untuk meminimalisir ketimpangan pembangunan termasuk di dalamnya 
pengadaan infrastruktur sebagai penggerak percepatan pembangunan. Maka 
pemerintah daerah harus mengelola kapasitas fiskal semaksimal mungkin.  
Transfer fiskal dari pemerintah merupakan suatu upaya oleh pemerintah pusat 
untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintahan di tingkat lokal. Selanjutnya 
jumlah fiskal yang ditransfer tersebut dapat mengalokasikannya kepada belanja-
belanja prioritas dasar, pelayanan dasar publik. Akselerasi pembangunan 
infrastruktur dasar dan pembangunan ekonomi daerah menjadi sasaran belanja 
modal pemerintah. Menurut(Yani, 2013) upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi 
daerah yang juga dikaitkan dengan  arah dan strategi pengembangan kinerja  
pemerintah daerah, terutama dengan membuka terobosan untuk mencari  
peluang baru  membiayai infrastruktur daerah.  
Kesimpulan 
Berdasarkan penjelasan di atas kesimpulan penelitian ini yakni transfer fiskal 
dari pemerintah pusat ke kabupaten/kota provinsi Papua mengalami 
peningkatan yang sangat signifikan. Namun dari sisi pengelolaannya 
(pengeluaran) belum optimal karena masih terdapat celah untuk belanja 
infrastruktur. Selama 6 tahun terakahir, penerimaan yang dialokasikan kepada 
belanja operasional (belanja pegawai) lebih tinggi di bandingkan dengan belanja 
produktif. Hasil kajian menekankan bahwa pengeluaran modal antar wilayah 
pemerintah berdampak positifpada infrastruktur antar wilayah, namun 
berpengaruh positif tetapi tidak signifikan pada perekonomian daerah. Dilain 
pihak, infrastruktur daerah berpengaruh negatif dan signifikan pada 
perekonomian. Artinya, kualitas infrastruktur di wilayah Papua masih sangat 
rendah sehingga belum mampu mendongkrak perekonomian daerah. 
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